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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah 
diubah be berapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan' Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah 
Daerah Kabupaten di Djawa Timoer /Tengah/Barat dan 
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya 
dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Ngmor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 6); 

7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan 

Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar 
Budaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 74); 
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 

62); 



Menctapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LOS LAMA PASAR TURI 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

MEMUTUSKAN: 

SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA. 

Los Lama Pasar Turi yang terletak di Padukuhan Kuwon 

Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Banmbanglipuro Kabupaten 
Bantul dan dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 
sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. 
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayar) Kabupaten Bantul 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian 
dan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Peringkat 

Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. 
Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Bangunan Cagar 

Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 
hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul. 

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

P 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth: 

3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 

5. Pancwu Bambanglipuro; 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 6 Juni 2023 

UPATI BANTUL 

KBDUL HALIM MUSLIH 

2. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY; & 

7. Yang bersangkutan. 

4. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul; 

6. Lurah Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro; 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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